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ABSTRAK

Adapun judul dalam skripsi ini yaitu, pengawasan peredaran rokok tanpa
pita cukai menurut Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di
Kabupaten Rokan Hilir, selanjunya yang menjadi masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten
Rokan Hilir.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan
peredaran rokok tanpa pita cukai menurut Undang — Undang Nomor 39 Tahun
2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan
bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini
adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat
sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan
penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Metode
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive Sample maksudnya
peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan
tertentu.

Adapun dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayaan Bea Dan
Cukai Tipe Madya Paben B Dumai dinilai masih belum optimal. Faktor — faktor
yang mempengaruhi pengawasan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Rokan
Hilir adalah kurangnya sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja dari
Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai
serta harga dari rokok tanpa cukai yang relatif murah dan kurangnya kesadaran
dari masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk
dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum,
nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya
mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan®.

Di Indonesia, rokok merupakan hal yang umum di jumpai di berbagai
tempat, Statistik konsumsi rokok laporan Southeast Asia Tobacco Control
Alliance (SEATCA) berjudul The Tobacco Control Atlas, Asean Region
menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak
di Asean, yakni 65,19 juta orang. Angka tersebut setara 34% dari total
penduduk Indonesia pada 2016.

Sekitar 79,8% dari perokok membeli rokoknya di kios, warung, atau
minimarket. Adapun 17,6% membeli rokok dari supermarket. Di Indonesia
terdapat 2,5 juta gerai yang menjadi pengecer rokok. Angka ini belum
memperhitungkan kios penjual rokok di pinggir-pinggir jalan.’

Penerimaan kepabeanan dan cukai realisasi penerimaannya telah
mencapai 85,60 triliun atau 40,99% dari target APBN 2019, serta tumbuh
cukup signifikan sebesar 18,97%. Dari total penerimaan kepabeanan dan

cukai, 74,55% ditopang oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

! Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013
2 Hari Widowati, Indonesia, Negara dengan Jumlah Rokok Terbanyak di ASEAN,
bit.ly/2WZMTEg (diakses pada 13 Oktober 2019, Pukul 10.10).



Sementara itu, dilihat dari sisi pertumbuhannya penerimaan kepabeanan dan
cukai tumbuh signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya mampu tumbuh
sebesar 15,45%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan cukai
terutama cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai MMEA yang tumbuh masing-
masing sebesar 31,59 % dan 17,75%. Kondisi tersebut didorong oleh
kelanjutan tren peningkatan pemesanan pita cukai di awal tahun 2019, serta
adanya kenaikan tarif cukai MMEA dan keberhasilan program PCBT dalam
mengurangi peredaran rokok dan MMEA ilegal.®

Hasil penghitungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan mengungkapkan kerugian yang dialami pemerintah

akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok bisa mencapai sepertiga Produk

Domestik Bruto atau PDB dan seperlima dari total APBN. kerugian ekonomi
akibat ekonomi dan orang produktif yang menjadi tidak produktif karena
sakit mencapai sepertiga PDB atau sekitar Rp 4.180,27 triliun. atau sepertiga
dari GDP kita hilang akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yaitu
karena kematian dini dan tahun produktif yang hilang karena sakit,
Sementara kerugian ekonomi akibat tembakau mencapai Rp 375 triliun atau
seperlima dari total APBN Indonesia.

Penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain penyakit jantung
yang sepertiga penyebabnya dikontribusikan oleh rokok, penyakit stroke
yang seperempat faktornya karena rokok, dan yang paling parah penyakit

kanker paru yang 60% disebabkan oleh rokok. Ada beberapa penyakit lain yang

¥ Kemenkeu, APBN Kita Juli 2019, bit.ly/3427138 (diakses pada tanggal 13 Oktober
2019, Pukul 10.37)


https://www.tempo.co/tag/rokok

berkaitan dengan rokok seperti nyeri tulang belakang karena mempengaruhi aliran
darah, dan termasuk penyakit menular TBC yang juga disebabkan oleh rokok.

Rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan
rumah tangga, dan mekanisasi industri rokok kretek ikut menyumbang
meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-
an. Sebagian besar perokok di Indonesia (88%) mengkonsumsi rokok kretek yaitu
rokok yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Prevalensi perokok
Indonesia stagnan berada di angka 33,% dari tahun ke tahun. Namun prevalensi
perokok pemula atau remaja yang terus meningkat dari 7,2 % pada 2013 menjadi
9,1% pada 2018."

Akibat informasi yang tidak sempurna yang dimiliki oleh konsumen
tentang risiko kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) menyebabkan
terjadinya kegagalan pasar pada konsumsi tembakau. Sebanyak 78% dari
perokok di Indonesia mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Nikotin bersifat
sangat adiktif (mencandu), hal ini ditunjukan oleh perokok usia di bawah 15
tahun, dimana 8 dari 10 diantaranya gagal dalam usahanya untuk berhenti
merokok, tidak seperti barang konsumsi adiktif lainnya yang ilegal,
konsumen rokok secara terus menerus dihadapkan pada gencarnya iklan
yang mempromosikan rokok sebagai sesuatu yang umum diterima di
lingkungan masyarakat. Cukai rokok berperan penting dalam menjaga
tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang
belum merokok agar tidak mulai merokok, yang mengakibatkan kecanduan

seumur hidup.®

* Marta Warta Sllaban, Hasil Litbang : Kerugian Pemerintah Akibat Rokok 4.180 T,
bit.ly/2UBvK?2a (diakses pada tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 10.55)
> Sarah L. Baber, dkk. Ekonomi Tembakau di Indoensia, (Paris:The Union, 2008). h. 5



Melihat dari jumlah pendapatan negara dan jumlah perokok yang ada
di Indonesia perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan
tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil
rokok ilegal di lingkungan masyrakat, sehingga pendapatan yang sudah
ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai cukai, Berdasarkan
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa
pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang
mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu
yang mempunyai sifat atau karakteristik :
1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan
keseimbangan

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang
memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai
bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka
pengamanan penerimaan Negara, dimana dari produksi hasil tembakau yang
banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk

penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering



disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok
ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang
dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain melakukan pelayanan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai juga melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai
dalam dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran
yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, pengawasan dilakukan
dikarenakan maraknya terjadinya rokok illegal yang beredar yang disebabkan
oleh kenaikan harga tarif cukai dari sebelumnya. Pengawasan terhadap
peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait.
Petugas yang berwenang harus melakukan pengawasan peredaran rokok
ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredaranya. Adapun dalam pasal
40 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan
bahwa pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan atau
melekakatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian — bagian dari
pabrik tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat
usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengankut
yang didalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai.

Aturan mengenai tata cara melaksanakan pengawasan sebenarnya
telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-

53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan. Upaya Pengawasan yang



dilakukan Petugas Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, dengan
cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak
berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan
atau mempermudah terjadinya kerugian negara.®

Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia dalam hal ini penulis
jumpai di Kabupaten Rokan Hilir, peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Rokan Hilir didominasi oleh rokok dengan merek Excellent dan Luffman
dengan berbagai warna mulai dari merah, abu- abu dan putih. Rokok ilegal
tersebut diketahui diproduksi oleh PT Leadon Internasional yang berlokasi di
Batam Kepulauan Riau yang mana awalnya rokok — rokok tersebut hanya
beredar di area perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yaitu di daerah
Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang, namun diseludupkan keluar
dari area perdagangan bebas oleh oknum atau pihak tertentu untuk
memperoleh keuntungan.’

Beredarnya rokok ilegal tersebut dapat merugikan negara dikarenakan
tidak membayar cukai seperti yang diketahui bahwa cukai merupakan salah
satu pendapatan terbesar dari negara, selain itu dengan beredarnya rokok
ilegal juga mempunyai dampak kepada masyarakat, tidak dicantumkannya
gambar dan peringatan tentang bahaya merokok pada kemasan rokok ilegal

dan karena harga yang relatif murah hingga dapat dibeli atau di konsumsi

® Karyana Adang. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 9 :
Penegakan Hukum di Bidang Cukai. (Jakarta:Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat
Bea dan Cukai, 2004). h 4

" RiauNews, Pemerintah Terkesan Tutup Mata Meski Rokok Luffman Rugikan Negara
Trilliunan Rupiah, https://bit.ly/3p3ShcH (diakses pada tanggal 16 desember 2020, Pukul 14.20)



oleh anak — anak atau pelajar, pencantuman gambar dan peringatan bahaya
merokok merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun
2012 dan implementasi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan
Produk Tembakau. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki edukasi
mengenai bahaya dari aktivitas merokok.

Kadar kandungan nikotin dan tar pada batangan rokok yang beredar
di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5mg
dan kadar kandungan tar 20mg.® Pada umumnya rokok ilegal yang beredar di
masyarakat tidak mencantumkan jumlah kandungan nikotin dan tar pada
kemasannya atau tidak mendaftarkan produknya pada departemen yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan seperti BPOM. Ditetapkannya kadar
kandungan nikotin dan tar pada rokok agar dapat mencegah penyakit akibat
penggunaan rokok baik bagi individu maupaun masyarakat dan juga untuk
melindungan penduduk usia produktf dan remaja agar tidak mengkonsumsi
dan ketergantungan terhadap rokok. °

Berdasarakan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis
menganggap penting untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih dalam
mengenai “PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA
CUKAI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG CUKAI STUDI KASUS KABUPATEN ROKAN HILIR”

® Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan
® Ibid



B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan
memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis
memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai
kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Dumai terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai menurut Undang —
Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan faktor yang mempengaruhi
pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai di kabupaten Rokan Hilir

menurut Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok tanpa cukai menurut Undang —
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hiilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pengawasan perederan rokok tanpa pita

cukai di Kabupaten Rokan Hilir?

D.” Tujuan dan Manfaat Penilitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok
tanpa cukai menurut Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Cukai di Kabupaten Rokan Hiilir



b. Untuk mengetahui faktor — faktor yang mempengaruhi pengawasan

peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Rokan Hilir
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya limu Hukum.

b. Untuk pihak lain hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber
informasi atau referensi bagi penelitian berikutnya.

c. Untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

E. Metode Penilitian

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret
sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
sosiologis, vyaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan
identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam
masyarakat.'® Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data
yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun

Wawancara.

1% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ull Press , 1982) h. 51
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan
gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala
dengan gejala lainnya dalam masyarakat.*

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Alasan pemilihan lokasi ini adalah
dikarenakan lokasi penelitian terjangkau bagi peneliti dan permasalahan
yang dibahas mampu untuk diteliti serta persoalan-persoalan yang terjadi
sangat berhubungan dengan jurusan penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai. Sedangkan objek
penelitian ini adalah pelaksanaan Undang — Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek
yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi
yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.'?

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.
Adapun teknik pengambilan data ini adalah purposive sampling,

yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam

1 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010) h. 25
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 98
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penelitian, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil

karena ada pertimbangan tertentu.*?

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Sampel
No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase
1. | Kantor  Pelayanan  dan 89 6 6.74%

Pengawasan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B

Dumai

2. | Masyarakat Pedagang | Tidak 15
Rokok Tanpa Pita Cukai Diketahui
Total 21

5. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan,
dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun
data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan Kepala
Kantor dan Karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dari kepustakaan berdasarkan literatur, Undang-Undang, atau
hal lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan gejala-

gejala yang diselidiki.

'3 Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 116
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b. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan
pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

c. Studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dalam bentuk yang
lebih mudah dimengerti dan diinterprestasikan. Dalam penelitian ini,
analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu hasil penelitian
diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya penulis menerangkan data
secara jelas dan rinci melalui intrerpretasi data dengan keterkaitan data
yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang
berlaku. Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara
penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang

bersifat khusus.

F.. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini dilakukan secara sistematika yaitu membagi
pokok-pokok dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab.
Sebelum Penulis menjelaskan bab-bab tersebut disini Penulis membagi dalam
lima bab yang diuraikan seperti dibawah ini :
Dalam bab | penulis menjelaskan tentang hal yang menjadi latar
belakang penulis, dimana dari latar belakang tersebut penulis menarik 2

permasalahan penting yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah dengan
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tujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yang nanti akan bermanfaat
bagi pembaca yang di tuangkan dengan beberapa metode penelitian dengan
sistematika penulisan yang telah penulis tentukkan.

Selanjutnnya pada bab Il penulisan ini, penulis menguraikan mengenai
gambaran umum daerah penelitian yang meliputi Sejarah dan keadaan
geografis.

Untuk mendalami materi terhadap penelitian yang penulis lakukan
maka pada bab Il penulisan ini penulis membahas setiap hal-hal tentang teori
pengawasan, tinjauan tentang rokok tanpa pita cukai, tinjauan tentang cukai.

Setelah menguasai tinjauan pustaka barulah penulis tuangkan hasil
penelitian dan pembahasan pada bab IV tentang Pengawasan peredaran rokok
tanpa pita cukai menurut undang — undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai
dan faktor Pengawasan peredaran rokok tanpa pita cukai menurut undang —
undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Maka di bab V penulisan di tutup dengan kesimpulan dan saran yang

penulis tuangkan dalam penulisan ini.



BAB |1

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. . Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir
1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau,
Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah
dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.
Kabupaten ini sebelumnya termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis,
tepatnya dijalan merdeka No. 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar
8.941 km terbagi kedalam 15 kecamatan dan 83 desa.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu,
Bangko, dan Tanah putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang
kepala negeri yang bertanggung jawab kepada sultan siak. Distrik pertama
didirikan Hindia Belada di tanah putih pada saat menduduki daerah pada
tahun 1890. Setelah bagan siapiapi dibuka oleh pemukim-pemukim
Tionghoa berkembang pesat.*

Daerah Rokan Hilir beriklim tropis basah dengan rata-rata curah
hujan berkisaran antara 2000-3000 mm pertahunnya. Rokan Hilir kaya
akan sumber daya alam, seperti hasil minyak bumi, hutan,
perkebunan,belum lagi kekayaan laut dan sungainya. Kabupaten Rokan
Hilir terdiri dari suku bangsa Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Minangkabau,

dan juga suku Tionghoa. Dengan pindahnya pusat pemerintahan Belanda

14 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka,
(Rokan Hilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017)

14
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ke Bagansiapiapi mereka meninggalkan daerah jajahan lainnya yang
berada di Selat Malaka. Sementara bekas wilayah kewedanan
Bagansiapiapisaat itu yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu,
Bangko, Rimba Melintang, dan Kecamatan Bagan Sinembah, dahulu kala
bagian daerah ini dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung
jawab kepada SultanKerajaan Siak, sejak setelah kemerdekaan Indonesia
Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.™
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999, yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 181 Tahun 1999 Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan
terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagai Kabupaten baru dengan
pusat pemerintahan di Bagansiapiapi. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir
terdiri dari beberapa sungai dan pulau, sungai Rokan Hilir merupakan
sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di
Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar,
sungai Rokan mempunyai peranan penting sebagai lalu lintas penduduk
dan sumber ekonomi masyarakat, sungai lainnya adalah seperti Sungai
Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid,
Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Disamping Sungai, Kabupaten
Rokan Hilir, juga memiliki Danau dan Pulau yang menghadap ke

Malaysia, berupa gugusan Kepulauan Arwah.

15 Ali Asfar, Negeri Seribu Kubah (Land Of A Thousand Domes), (Bagansiapiapi: Pesona
Indonesia, 2016), h. 11

16 Mahyudin, Gema Proklamasi RI Dalam Peristiva Bagan Siapi-Api, (Yogyakarta:
Adicita, 2016), h. 60.
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2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hilir secara Geografis berada dibagian paling

barat dan utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir
timur pulau Sumatera. Kabupaten Rokan Hilir menempati wilayah dengan
luas 8,961,43km atau 896,146,93 ha, berada pada posisi 1° 14’- 2°45° LU
dan 100°17°-101°21° BT Kabupaten Rokan Hilir secara geografis
berbatasan dengan:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi sumatera Utara dan Sealat

Malaka (Negara Malaysia)
b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu

(kecamatan Tambusai) dan Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Mandau)
c. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kota Dumai (kecamatan Bukit

Kapur)
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara

Posisi kabupaten Rokan Hilir yang seperti ini memiliki nilai yang

sangat penting dari segi geostrategic. Selat malaka merupakan jalur
pelayaran dan perdagangan Internasional yang sangat ramai. Perbatasan
pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir dengan selat Malaka ini memberikan
keuntugan bagi kabupaten ini dari sisi kemudahan dari akses perdagangan
ekspor, impor, perdagangan lintas bebas, kerjasama pembagunan regional

antara Negara.'’

7 1bid
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Jalur pelayaran Internasional Selat Malaka merupkan perdagangan
gerbang lintas perdagangan regional ke Selangor, Malaysia, lintas tersebut
melalui pelabuhan rakyat yang sudah ada sejak lama, yaitu pelabuhan
bagansiapiapi, pulau haling, sinaboi, panipahan dan tanjung lumba-lumba.
Pelabuhan Malaysia yang jadi orientasi utama dalam Port Klang. Lalu
lintas pelayaran ini adalah pelayaran teradisional yang telah dilakukan
masyarakat sejak dahulu dan merupakan embiro bagi perkembangan
kerjasama perdagangan lintas batas saat ini, kerjasama regional antara
Negara telah berkembang lebih maju dan modren. Dalam hal ini posisi
Kabupaten Rokan Hilir menjadi strategis.

Secara administrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020
terdiri dari 18 Kecamatan, 178 Desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644
RT.®

Tabel 11.1

Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2020

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah | Jumlah
Desa Kelurahan RW RT

1. | Tanah Putih 15 2 131 318

2. | Pujud 15 1 230 551

3. | Tanah Putih 5 14 52
Tanjung Melawan

4. | Rantau Kopar 4 16 46

5. | Tanjung Medan 15 2 145 329

6. | Bagan Sinembah 15 2 145 329

7. | Bagan Sinembah 12 1 197 664
Jaya

8. | Balai Jaya 9 2

9. | Simpang Kanan 6 49 153

18 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka,
(Rokan Hilir: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017)



18

No. Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah | Jumlah
Desa Kelurahan RW RT
10. | Kubu 9 1 62 169
11. | Pasir Limau Kapas | 7 89 243
12. | Kubu Babussalam | 11 54 137
13. | Bangko 10 5 84 209
14. | Sinaboi 51 13 49
15. | Batu Hampar 5 17 43
16. | Pekaitan 10 53 136
17. | Rimba Melintang | 11 1 75 229
18. | Bangko Pusako 16 109 316
Jumlah 178 15 1338 3644

3. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir

Vis

I Pembangunan Daerah

Maju Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui Indikator:

a.

b.

Tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan
Infrastruktur yang maju

Tingginya tingkat pendidikan penduduk

Tingginya derajat Kesehatan Masyarakat

Laju Pertumbuhan penduduk yang kecil

Angka Harapan Hidup yang Lebih Tinggi

Kualitas Pelayanan sosial yang lebih baik

Adanya peran Serta Rakyat serta secara nyata dan efektif dalam
aspek kehidupan, Baik Ekonomi, Sosial, Politik, maupun

Pertahanan kemanan.

Misi Pembangunan Daerah

Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi

kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melanjutkan pertumbuhan infrastruktur untuk mengikat pelayanan pada
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masyarakat, memajukan sektor pertanian, industri dan jasa. Memperkuat

sumber daya manusia yang berkualitas yang meningkat derajat kesehatan.

B. - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Dumai
1. Gambaran Umum KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B merupakan salah satu unit dari instansi vertikal pada Direktorat
Jendral Bea dan Cukai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan
Cukai. KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai merupakan kantor wilayah
yang mempunyai pengawasan pelayanan masyarakat atas Kota Dumali,
Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat,
Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan Bukit Batu dan Kabupaten Rokan
Hilir.

2. Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai

KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai membawahi 3 (tiga) Kantor
Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, yakni :*

a. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Medang
b. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Bagansiapiapi

c. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Panipahan

19 peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai
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KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai membawabhi 8 (delapan) Pos

Pengawasan Bea dan Cukai, yakni :°

g.
h.

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Selat Morong

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanah Putih

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Dumai

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Medang

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sinaboi

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Lumba - Lumba
Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pulau Halang

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bagansiapiapi

. Visi dan Misi KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai

Visi  : Menjadi Kantor Percontohan Tingkat Nasional

Misi 1. Kami menata Sumber Daya Manusia;

2. Kami menata Sarana dan Prasarana;
3. Kami membenahi Sistem dan Prosedur;
4. Kami menyediakan Informasi yang akurat;

5. Kami meningkatkan Kordinasi dengan Pengguna Jasa.

2 |bid
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4. Sturuktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai

Kepala Kantor

Kepala'Seksi:Penindakan

dan Penvyidikan

IgnasiustAgus Nugraha

Fuad Fauzi
Kepala Subbagian Umum
Cepy Afianto Purwo Leksono
Kepala Seksi Pelayanan Kepala Seksi Kepala Seksi
Kepabeanan dan Cukai | Perbendaharaan Kepatuhan Internal

Tamrin

Syahril Sofyan

Agus Wishu Suprayitno

Kepala Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai Il

Raden Agung Lugina
Wirananggapai

Kepala Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai 111

Wahyudi Cahyono

Kepala Seksi
Penyuluhan dan

Layanan Informasi

Gatot Kuncoro

Kepala Seksi
Pengolahan Data dan

Administrasi Dokumen

Aaus Madi

Kepala Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai IV

Eko Saputro

Kepala Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai V

Hasudungan Fransiskus

Kepala Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai VI

Muhammad Zulfikar
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5. Uraian Tugas/Unit kerja di KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat didiskripsikan Tugas dan Fungsi
pada stuktur organisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai sebagai berikut :%*
a. Subbagian Umum
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, administrasi pegawaian dan pengembangan pegawali,
memfasilitasi dan melakukan pembinaan administrasi bagi Jabatan
Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional yang
lain sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jabatan fungsional yang
bersangkutan dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
yang bersangkutan.
b. Seksi Penindakan dan Penyidikan
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan
intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai,
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan
pengadministrasian saran operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan

menyelenggarakan fungsi :

2L |bid



23

a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi

b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan
cukai.

c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
dan cukai.

d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

e. Pemeriksaan sarana pengangkut.

f. Pengawasan pembongkaran barang.

g. Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan
denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar,
serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya.

h. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang
bukti.

. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas
melakukan pelayanan dan teknis fasilitas dibidang Kepabeanan dan

Cukai. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya B Dumai yang menangani Kepabean dan Cukai terdiri dari

enam seksi.

. Seksi Perbendaharaan

Seksi  Perbendeharaan  mempunyai  tugas  melakukan
pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan

negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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d. Seksi Kepatuhan Internal
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pengendalian intern,
pengelolaan risiko, pemantauan pengelolaan kinerja, analisis beban
kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan
penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut
hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas,
serta perumusan rekomendasi perbaikan proses di wilayah kerja.
e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas
melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di
bidang kepabeanan dan cukai.
f. Seksi Pengolahan Data dan Distribusi Dokumen
Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen memiliki
tugas melakukan pengoperasian computer dan sarana penunjangnya,
melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file),
melakukan pelayanan dukungan teknis komukasi data, pertukaran data
elektronik, penglolaan data kepabeana dan cukai, melakukan penelitian
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeana dan cukai, serta

melakukan penyajian data kepabeanan dan cukai.



BAB IlI

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peran

Makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara.
Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula
dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani
kuno atau romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang
disbanding untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial,yang
mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika
menduduki suatu karakter (posisi) dalam stuktur sosial.

Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan
bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor
lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan atau unjuk
peran” (role performance).?

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran ini adalah paham
stukturalis dan paham interaksionis. Paham yang pertama lebih mengaitkan
antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu keperangkat hak dan
kewajiban, yang secara normative telah dicanangkan oleh sistem budaya.
Sistem budaya tersebut menyediakan suatu sistem posisional, yang menunjuk
pada suatu unit dari stuktur sosial, yaitu suatu ”location in system of social

realitionship ”. Pada intinya, konsep stuktur menunjolkan suatu konotasi pasif-

°2 Edi Suhardono, Teori Peran: Konsep,Deriasi dan Impilkasinya (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama 2016), h. 3
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statis, baik pada aspek permanensi, maupun aspek saling kait antara posisi satu

dan lainnya.?®

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada
individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari
pola-pola pergaulan hidupnya.?*

Pengertian peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat
harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan
sosial tertentu.”® Harapan tersebut merupakan imbangan dari norma sosial dan
oleh karena itu dapat dikatakn peranan ditentukan oleh norma dalam
masyarakat.

Stryker membangun teori peran dengan menggunakan beberapa prinsip
umum sebagai berikut:

1. Tindakan manusia (aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan
diklasifikasi. Melaului interaksi dengan orang-orang lain, actor
mempelajari bagaimana menggolong-golongkan dunia dan bagaimana cara
mereka bertindak terhadap dunia.

2. Aktor mempelajari simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan

posisi sosial dalam pengertian structural, ada komponen morfologis dari

23 1hi
Ibid
2 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 245
2% David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, (Jakarta: CV. Raja Wali, 2009), h.
105-106
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stuktur sosial yang relatif stabil. Tetapi peran juga penting sebagai perilaku
bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial.

3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang
terorganisasi) menempati kedudukan yang pentin, struktur sosial
merupakan kerangka para tempat para aktor bertindak

4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial tersebut, mereka berperilaku
dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.

5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasi
nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirinya sendiri, dan
terhadap ciri-ciri khusus dari situasi. Penetapan situasi ini kemudian
digunankan oleh aktor untuk mengorganisasi perilaku dirinya sendiri.

6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial tersebut, meskipun ada
paksaan dari makna sosial tersebut. yang berlaku adalah teori role making
dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran, melainkan
mereka berperan aktif dan kreatif terhadap peran mereka.

7. Struktur sosial juga membatasi hingga ditingkat mana suatu peran boleh
diciptakan. Jika bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada
struktur sosial tertentu yang memu gkinkan aktor lebih kreatif, tetapi ada
juga sebaliknya.?

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan

26 Munif fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan
Pertama, h. 301-302
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dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang

sekelompoknya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:?’

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh
individu dalam masyrakat atau organisasi.

3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam
struktur sosial masyarakat.

Maksud konsep peranan adalah untuk membuat garis batas antara
masyarakat dan inividu. Dalam batas peranan sosialnya, seseorang
mempunyai batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas tertentu.
Sebagaimana kitatelah tunjukan, dia tidak mengikuti naskah tertulis, akan

tetapi hanya garis petunjuk umum.

B. Tinjauan Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia
berasal dari kata “awas™ dimana berarti pengawasan adalah aktifitas
mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan dari
pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan
adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan

yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja

2 Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006),
h. 270
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yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.?®

Menurut Winardi pengawasan adalah semua adalah semua aktifitas
yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa
hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, sedangkan menurut
Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa
kegiatan-kegiatan dapat memberi hasil seperti yang diinginkan sedangkan
menurut komarudin pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan
antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langakah perbaikan
terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.?

Menurut hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai
sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan,
dilaksanakan atau di selenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,
direncanakan atau di perintahkan. Hasil pengawasan itu harus dapat
menunjukan sampai mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan
menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks
membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good
governance (tata klola pemeerintahan yang baik), pengawasan merupakan
aspek pentig untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagai mena
mestinya, dalam konteks ini pengawasan terjadi sama pentingnya dengan

penerapan good governance itu sendiri.*

28 Adisasmita Raharjo, Manajemen Pemerintah, (Yogyakarta : Graha llmu, 2011), h.15

2 Amran Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014), h. 16

% Ibid
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Menurut SP.Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan
sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh Kkegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Rumusan lain diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah
segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai
dengan semestinya atau tidak”.Pengawasan dari segi hukum merupakan
penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang
menimbulkan akibat hukum.*

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu
perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang
diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang
telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

h. 74

%! Diana Halim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
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sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.®

Norma Pengawasan

Dalam bukunya, Sujamto memaparkam norma-norma umum
pengawasan meliputi:

a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan
mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan,
penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan
bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana
memperbaikinya.

b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan
terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang
berkesinambungan.

c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan
koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan
penyelewengan yang ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya
kesalahan dan/atau penyimpangan.

d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan
kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan
penyimpangan di samping menjadi pendorong adan perangsang untuk

bmenertibkan dan menyempurnakan objek pengawasan.*

%2 Mufham Al-Amin, Manajemen Pengawasan, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2006), h.15
%% Sujamto, Norma & Etika Pengawasan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987) h:19
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3. Prinsip Pengawasan
Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam
melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi
usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasaan tersebut
diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut:**

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan
yang sama atau timbulmya kesalahan baru.

b. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah
direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program
seperti yang telah ditentukan dalam planing atau tidak.

c. Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
dalam perencanaan.

4. Fungsi dan Tujuan Pengawasan
a. Fungsi Pengawasan
Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan
yaitu sebagai berikut :*
1) Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan
kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya

masing-masing.

34 H

Ibid
% Arifin Abdul Rachman, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan, (Jakarta :
CV. Haji Mas Agung, 2001),h. 23
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Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah
menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat
dan cermat.

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup
memadai dan dilakukan secara efektif.

Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif
yakni mencapali tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan

atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai

berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan
dan perintah.

Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan
dan penyelewengan Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat
atas barang atau jasa yang dihasilkan

Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
organisasi

Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan,
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.
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5. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yaitu, sebagai beriut:

a.

Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang
dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan
unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal
merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang
terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.
Pengawasan Preventif atau Represif

Pengawasan preventif atau represif merupakan suatu bentuk
pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan
tersebut dilakukan sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan
yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu
bentuk pengawasan yang dilakukan pada kegiatan setelah kegiatan itu
sudah selesai dilakukan.
Pengawasan aktif atau pasif
Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang
dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan
pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang
dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat
ataupun laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran.
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d. Pengawasan kebenaran formil
Pengawasan kebenaran formil merupakan suatu bentuk pengawasan
menurut hak dan memeriksa kebenaran materil terkait tujuan
dilakukannya pengeluaran.

6. Metode Pengawasan
Dalam melaksanakan pengawasan ada beberapa jenis metode
pengawasan yang dilaksanakan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara
maksimal sesuai dengan kegiatan yang akan diawasi. metode pengawasan
menurut Soewarno Handayaningrat terdiri dari:*

a. Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan
organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan
pekerjaan baik dengan sistem inspektif, sistem verifikatif maupun
dengan sistem investigative.

b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau
pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan
hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Laporan-laporan
tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau
statistik yang berisi gambaran atau hasil kemajuan yang telah tercapai

sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

% Drs Soewarno Handayaningrat, Pengantar llmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta:
CV. Haji Masagung, 1999), h. 147
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Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan
oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan
organisasinya atau atasan dari pada pimpinan organisasi itu. Dalam
pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata
kerjanya.

Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran
formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini
biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan
yang tidak resmi (pribadi). Hal ini dimaksudkan untuk menghindatkan
kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara
demikian pemimpin menghindaki keterbukaan dalam memperoleh
informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan pernyempurnaan dari
bawahannya,

Pengawasan administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang:
keuangan,kepegawaian,dan material.

Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat
fisikk misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung,

pemeriksaan terhadap pembuatan kapal dan lain-lain. Pemeriksaan ini
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meliputi jenis kuantitatif, kualitatif dan biaya yang diperlukan setiap
satuannya.

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan
pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu
kegiatan dan/atau usaha yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan
pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan
rutin dilakukan secara berkelanjutan dengan interval waktu tertentu atau
berkala dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan. Sedangkan
pengawasan yang bersifat mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu.®’

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang
merokok disekitar Kkita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau
bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di
Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan
bahkan ada kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Masalah rokok
pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya
sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia.
Industri  rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan

perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok,

%" Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, Pengawasan Industri Dalam Pengendalian
Pencemaran Lingkungan, (Jakarta: Granit, 2007), h. 29
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memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dan
media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak.®

Di pihak lain, aturan untuk meningkatkan pajak dibeberapa negara
dianggap sebagai suatu cara yang baik untuk mengendalikan jumlah perokok.
Naiknya pajak ini jelas akan dapat mempengaruhi kurangnya pemasukan
devisa akibat menurunnya jumlah perokok. Sementara itu, para ahli
menyatakan bahwa bila pajak rokok dinaikkan maka yang paling banyak
mengurangi kegiatan merokok atau bahkan berhenti merokok adalah golongan
anak-anak dan remaja serta para perokok dari golongan menengah kebawah.
Kedua golongan ini memang termasuk rentan, karena usia anak-anak dan
remaja masih sangat muda dan golongan ekonomi lemah dengan kemampuan
keuangannya yang memang terbatas. Karena itu, penurunan konsumen rokok
pada kedua golongan ini yang diimbangi dengan pemasukan devisa tambahan
akibat kenaikan pajak atas rokok merupakan salah satu cara penanggulangan
yang dibahas para ahli.*

Objek penerimaan Pemerintah salah satunya yaitu cukai penerimaan
Direktorat Jendral Bea dan cukai dari sektor cukai sangat jauh melebihi
penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar. Penerimaan cukai yang
selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai,
yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan sistem pengawasan yang
efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga

kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin.Sementara itu

22 Sanur, Rokok Dan Kesehatan, (Rineka: Jakarta, 2009), h.60
Ibid
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penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau.

Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk

meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi

ini minimal didorong oleh hal-hal sebagai berikut:*°

1. Semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan pengendalian tembakau
sesuai dengan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

2. Pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan
Pemerintah nomor 109 Tahun 2012.

3. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Ketiga hal tersebut di atas dapat berdampak kontra produktif terhadap
upaya peningkatan penerimaan cukai dari hasil tembakau. Indonesia yang
belum ikut meratifikasi FCTC dianggap tidak mempunyai komitmen terhadap
pengendalian tembakau oleh dunia internasional. Demikian juga dengan
pemberlakuan peringatan kesehatan yang mewajibkan pencantuman
peringatan dan gambar-gambar tentang bahaya merokok tentu dapat
mempengaruhi peningkatan konsumsi hasil tembakau dikemudian hari.

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi
Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai
rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah.
Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran
produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok

yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok

“0 Edo Puja Pradana, Jurnal Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok
llegal di Kota Pekanbaru, (Universitas Riau: Pekanbaru,2015) JOM FISIP Vol.3 No. 2, h. 2
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polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran
yangdilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita
cukai,tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus
dibidang cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu
aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa
NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan
mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukaiyang diwajibkan (rokok
polos,dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuali
peruntukannya).

Barang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu®' : Etil Alkohol
atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil
tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan
rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin
(SKM), cerutu dan rokok daun (Kelonot). Cukai sangat berpengaruh terhadap
beredarnya hasil tembakau dipasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa
cukai merupakan rokok ilegal.

Di Indonesia peredaran barang palsu hasil bajakan dan penyelundupan
seperti rokok ilegal semakin lama sudah pada tahap yang serius dan
menghawatirkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia
yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan

Ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi

1 Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
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yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran
opini peredaran gelap.*?

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang
melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah
melalui kerjasama antar bea dan cukai dengan instansi lain pengelola
pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran
arus lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar daerah pabean dengan
maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara,
besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini
merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian
perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan
kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah
kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri di tahun 2019 mengalami
kenaikan sebesar 21,55%. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan
kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan
ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya
yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat
ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Kenaikan tarif cukai ini memimbulkan dampak negatif terhadap
pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu

banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang

2 Moch. Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, (Alumni: Bandung, 1982) h.
25-26
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meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang
kepabenan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak

menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

D.. Tinjauan Umum tentang Cukai
1. Pengertian Cukai

Pengerteian cukai sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1)
Undang Undang No 11 tahun 1995 adalah “pungutan negara yang
dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik yang ditetapkan dengan Undang-undang ini”. Selanjutnya
disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang
Cukai, yang di maksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) adalah “barang-
barang tertentu yang mempuyai sifat atau karateristik yang ditetapkan”.
Dalam penjelasan pasal dua tersebut yang dimaksud dengan sifat atau
karateristik adalah barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu di
batasi atau di awasi. Pemahaman di batasi dan di awasi mengandung
pengertian bahwa cukai tidak dipungut untuk semua barang melainkan
hanya bagi Barang Kena Cukai yang merugikan kesehatan dan
lingkungan. Barang Kena Cukai seperti yang disebutkan dalam pasal 4
Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, meliputi :
a. Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang

digunakan dan proses pembuatannya
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b. Minuman yang mengandung Etil alkohol dalam kadar berapapun,
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil alkohol.

c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau
iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak
mengindahkan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya.

Cukai hasil tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan
terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari:*

a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan
yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
dalam pembuatannya.

b. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret
yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya,
baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam
pembuatannya mulai dari  pelintingan, pemasangan filter,
pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai
dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan
mesin.

c. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret

yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,

“3 pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017
Me Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
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kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk
penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau
sebagian menggunakan mesin.

. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret
yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya,
baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam
proses pembuatanya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam
kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,
tanpa menggunakan mesin.

. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah
sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau
bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan
filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampali
dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret
yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari
pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran,
sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah

sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,



45

kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari
pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan
untukpenjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa
menggunakan mesin.

. Tembaku Iris yang selanjutnya disingkat TIS adalah hasil tembakau
yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
dalam pembuatannya.

Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disingkat KLB adalah hasil
tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau
sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam
pembuatannya.

Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disingkat KLM adalah
sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau
kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

. Cerutu yang selanjutnya disingkat CRT adalah hasil tembakau yang
dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan
cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai,
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang
digunakan dalam pembuatannya.

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat

HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain
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yang disebut dalam angka 2 sampai dengan angka 11 yang dibuat
secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera
konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu
yang digunakan dalam pembuatannya.

Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan
Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut
Staatshlad No. 517 Tahun 1932, Staatshlad No. 560 Tahun 1932, dan
terakhir dengan StaatsbladNo.234 Tahun 1949 tentang “Tabaksaccijns-
Ordonnantie” dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda.

2. Pita Cukai

Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai
dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi
dan desain tertentu.** Sebagaimana diketahui secara umum pita cukai
adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas
barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan
desain tertentu yang ditetapkan.Pita cukai digunakan oleh wajib cukai
(pengusaha pabrik yang telah mempunyai (NPPBKC) sebagai tanda
pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di
Kantor Bea dan Cukai.

Untuk pabrik hasil tembakau dalam pita cukainya diberikan
tambahan khusus yaitu personalisasi pita cukai hasil tembakau yang secara

umum diambil dari karakter nama pabrik. Personalisasi Pita Cukai adalah

* peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang
Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai
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pemberian identitas tertentu pada pita cukai hasil tembakau oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.”® Tujuan dari personalisasi pita cukai tidak lain
adalah untuk menghindari kesalahan dalam peruntukan penggunaan pita
cukai, mendorong pabrik untuk berada pada level golongan yang
seharusnya, untuk penyesuaian antara Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai dengan jumlah pabrik yang berproduksi, serta untuk
memudahkan pengawasan.

Desain Pita Cukai Hasil Tembakau tersedia dalam bentuk 3 (tiga)
seri. Yaitu:*

a. Seri | berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan
ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;

b. Seri Il berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan
ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan

c. Seri Il tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per
lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri Il
dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan
ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Pita cukai hasil tembakau harus memuat hologram dengan teks Bea
dan Cukai dan teks Republik Indonesia dengan ketentutan ukuran sebagai
berikut :*’

a. 0,7 cm untuk pita cukai seri I,

b. 0,5 cm untuk pita cukai seri Il;

5 Ibid
8 Ibid
47 bid
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0,5 cm untuk pita cukai seri 11l tanpa perekat dan 0,6 cm untuk pita
cukai seri Il dengan perekat.

Setiap keping pita cukai hasil tembakau paling kurang memiliki

spesifikasi desain yaitu:*®

lambang Negara Republik Indonesia;

lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
tarif cukai;

angka tahun anggaran;

harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
teks "REPUBLIK” atau "INDONESIA”;

teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU”; dan
jenis hasil tembakau.

Pita cukai hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia dan yang

diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai

berikut:

a.

Warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM,
SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
Warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM,
SKT, dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
Warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan

SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IlI;

“8 | bid
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UIN SUSKA RIAU

TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan Warna cokelat, digunakan
untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah

d. Warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKTF, SPTF,
pabean.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai pengawasan terhadap peredaran

rokok tanpa pita cukai menurut undang — undang nomor 39 tahun 2007

tentang cukai studi kasus Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Dumai dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal
di kawasan Rokan Hilir telah dilaksanakan secara langsung maupun tidak
langsung. Pengawasan dilakukan dengan cara preventif seperti melakukan
sosialisasi kepada tempat pedagang eceran ataupun kios/toko. Kemudian
dilakukan cara represif seperti operasi pasar, patroli darat, penindakan
berdasarkan info masyarakat, dan penindakan berdasarkan informasi dari
intelejen. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B dinilai masih belum optimal karena belum dalam
proses pelaksanaan pengawasaan belum bisa dilakukan secara rutin.

2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan peredaran rokok ilegal oleh
kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM), luasnya wilayah Kerja,
harga yang relatif murah dan kurangnya kesadaran masyarakat

mempenagaruhi pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal.

77
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B.Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan
saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki Peranan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Dumai dalam Pengawasan

Peredaran Rokok llegal Di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Dumai harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap
peredaran rokok ilegal agar berkurangnya jumlah peredaran rokok ilegal
yang menyebabkan kerugian pendapatan negara dan meningkatkan
kerjasama antara pihak yang terkait. Dan dalam menjalankan tugasnya
haruslah dengan sungguh-sungguh atau serius dalam melakukan
pengawasan peredaran rokok ilegal.

2. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Dumai meningkatkan pengawasan dengan melakukan
penambahan jumlah SDM pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai agar jumlah aparat atau pegawai
yang melaksanakan pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah
yang menjadi kewenangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai serta meningkatkan kualitas pegawai
atau aparat bea dan cukai melalui pelatihan dan diklat. Kemudian kepada
masyarakat setempat untuk sama-sama memberikan informasi tentang hal-
hal yang berkaitan dengan pelanggaran Cukai kepada Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai.
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